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BAB IV 

ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK 

JAMINAN GRANSI DI CARREFOUR SERANG 

 

A.  Praktek jaminan jaminan/garansi di Carrefour Serang  

Menyelesaikan permasalahan yang melatar belakangi masalah ini, 

Peneliti akan membahas tinjauan hukum positif terhadap penggantian 

kerugian dan hak jaminan garansi jual beli masalah tersebut sedang dikaji di 

carrefour Serang Banten.  

jaminan garansi atau produk jual beli dalam bentuk apapun yang masa 

jaminan garansinya selama satu tahun dalam keterangannya tetapi ketika 

memperbaiki satu kerusakan yang terjadi pada barang tersebut dipungut 

biyaya perbaikan. Maka dari itu apa fungsinya jaminan garansi yang tertera 

pada lebel barang yang perjual belikan  kepada konsumen oleh produsen 

tersebut, jika konsumen harus dipungut biaya perbaikan sedangkan ketika 

awal akad pelaku usaha sendiri tidak menjelaskan bentuk-bentuk apa saja 

yang digaransikan tersebut, dan bentuk sebuah segel rusak maka garansi 

batal tindakan seperti ini yang membuat konsumen merasa di rugikan akan 

perlakuan produsen yang tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan 

konsuemen, dan dalam hal ini seakan segel tersebut tidak ada fungsinya 

dalam kesempatan ini maka untuk mengetahui perlindungan apa yang 
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didapatkan oleh konsumen dalam hal ini dan apakah ini merupakan 

kesalahan dari konsumen atau pelaku usaha, dapat di uraikan dalam hal-hal 

berikut: 

B. Hak-Hak Konsumen Tentang Jaminan garansi  Ganti Kerugian di 

Carrefour Serang 

Dasar pertanggung jawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita 

oleh konsumen menurut Ibu Hj. Marhamah penggantian kerugian yang di 

dapatkan selama terikat oleh hak jaminan garansi barang yang di beli adalah 

1 tahun sampai dengan 3 tahun lama masa jaminan garansi yang di berikan 

oleh produsen kepada konsumen di carrefour Serang.
1
 

Bapak usep abdullah menyatakan bahwa hak jaminan garansi yang di 

dapatkan pada saat pembelian barang non makana di carrefour serang adalah 

1 sampai 5 tahun tergantung barang apa saja yang di beli mengikuti masa 

jaminan yang di berikan oleh distributor barang yang mereka jual dan 

berpariasi.
2
  

Ada pula yang berargumen bahwasanya hak jaminan garansi untuk 

peralatan yang di bawah harga 5000.00 ribu rupiah kurang mendapatkan hak 

jaminan garansi yang seharusnya mendapatkan perlindungan juga, sesuai 

dengan argumen yang di lontarkan oleh lilis susilawati selaku konsumen di 

                                                             
1
 Hj. Marhamah, selaku konsumen di carrefour, wawancara di rumahnya di 

komplek ciceri indah kota serang.  pada  tanggal 30 Januari 2022.   

 
2
 Usep abdullah. Selaku konsumen carrefour, wawancara di rumahnya. Komplek 

ciceri indah kota serang. pada tanggal 13 april 2022 



41 
 

carrefour kota serang. Tetapi sudah mendapatkan karna mengajukan kepada 

pihak carrefour untuk bernegosiasi.
3
 

 Argumen tersebut  disampaikan juga oleh staf bagian kasir alat 

elektronik melalui wawancara di depan lobi carrefour : bahwasannya hak 

jaminan garansi yang terdapat di carrefour serang sangat berparian 

mengingat bahwa alat-alat elextronik sudah di beri garansi sesuai dengan  

undang-undang perlindungan konsumen yaitu 1 samapi dengan 3 tahun 

mengikuti aturan yang di berikan oleh distributor barang yang di perjual 

belikan di carrefour kota serang adapun beberapa elextronik yang memberi 

tambahan tahun masa jaminan garansi  itu kembali lagi ke produsen selaku 

pemilik dan penjual distributor dari produk yang mengandung hak jaminan 

garansi.
4
 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prof. R. Subekti, S.H. Dan R. 

Tjitrosudibio adalah:  

Bagian kedua tentang kewajiban-kewajiban si penjual terdapat pada 

Pasal  

                                                             
3
 Lilis susilawati, selaku konsumen wawancara di kosan hj. Rokib kota serang. 

Pada 30 februari 2022  
4
  Staf Manager ,wawancara di depan kasir carrefour serang. Pada tanggal 16 april 

2022. 



42 
 

Pasal 1505 Undang-Undang Tentang kewajiban-kewajiban sipenjual 

“si penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, 

yang dapat diketahui sendiri oleh sipembeli” 

Pasal 1506 Undang-Undang Tentang kewajiban-kewajiban sipenjual 

“ia mewajibkan menanggung terhadap cacat   yang  tersembunyi, meskipun 

ia sendirian tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia dalam hal 

demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan 

menanggung sesuatu apapun” 

Pasal  1507 Undang-Undang Tentang kewajiban-kewajiban sipenjual  

“dalam hal-hal yang telah disebutkkan pada pasal  1504 dan 1506, sipembeli 

dapat memilih apakah ia akan mengembalikan mengenbalikan barangnya 

sambil menuntut kembali harga pembeliaannya, ataukah dia akan tetap 

memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian sebagai harta, 

sebagaimana akan ditentukan oleh hakim, setelah mendengar ahli-ahli 

tentang itu”  

Pasal 1510 Undang-Undang Tentang kewajiban-kewajiban sipenjual 

“jika  barang yang dijual yang mengandung cacat tersembunyi  musnah 

disebabkan cacat-cacat itu maka kerugiannya dipikul oleh sipenjual  yang 

terhadap sipembeli diwajibkan mengembalikan uang harga pembeli dan 

mengganti segala kerugian  lainya yang disebut dalam kedua pasal yang lalu; 
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tetap kerugian yang disebabkan kejadian yang tak disengaja, harus dipikul 

oleh sipembeli” 

Menurut pasal diatas bahwa pelaku usaha wajib dan harus 

memeberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen hal ini 

agar tidak terjadinya suatu  kerugian terhadap konsumen dan pelaku usaha 

yang memasarkan produknya, maka pelaku usaha harus memperhatikan 

perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha, sebagaimana dalam pasal 8 

ayat (2) UUPK Nomor 8 Tahun 1999.  

(2). Pelaku usaha dilarang memeperdagangkan barang yang rusak, 

cacat/bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan 

benar atas barang yang dimaksud.  

Larang yang disebukan diatas adalah kewajiban pelaku usaha 

produsen serta melindungi kepentingan umum yang berkaitan dengan 

perekonomian dan pembangunan nasional dan kepentingan individu yang 

berkaitan dengan hak-hak konsumen sebagaimana kewajiban pelaku usaha 

tentanng jaminan garansi dalam pasal 7 huruf (b,d,e,f).
5
 

Pasal 7 Huruf b, menyatakan: Memberikan informasi yang  benar, 

jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan garansi barang atau jasa serta 

memberikan penjelasan pengunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Maka 

sangat jelas dalam hal ini pelaku usaha menjelaskan jaminan apa saja yang 

                                                             
5
 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 
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terdapat pada barang yang di perdagangkan tersebut, pengguna, 

perbaikan,serta pemeliharaan atas barang tersebut apabila terjadi suatu 

kerusakan /cacat pada barang yang dijual dikemudian hari dan masih dalam 

masa waktu garansi.  

Huruf f, menyatakan: Memberikan konpensasi ganti rugi dan 

penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 

barang dan jasa yang diperdagangkan. Dalam hukum islam bentuk cacat 

barang yang dapat dituntut dikenal dengan istilah  khiyar aib yaitu hak untuk 

melangsungkan atau  dengan membatalkan akad jual beli bagi kedua belah 

pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual 

belikan, dan cacat tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsunng. 

Benda yang diperjual belikan harus terbatas dari aib kecuali telah dijelaskan 

sebelum akad dilaksanakan. 

Khiyar aib  ini  menurut kesepakatan ahli fikih berlaku sejak 

diketahui cacat barang yang dijualkannya dan dapat diwariskan pleh ahli 

waris pemilik hak khiyar  adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak 

khiyar, menurut Ulama Hanifiyah  dan Hanabillah adalah seluruh unsur yang 

merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para 

pedagang . sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Syafi’yah seluruh cacat 
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yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang tidak 

diinginkan atasnya.
6
 

Adapun syarat-syarat berlakunya khiyar aib menurut Ulama Fikih 

adalah sebagaiberikut: 

1.  Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad terjadi tetapi belum 

serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama 

2. Pemebelian tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika 

akad berlangsung. 

3. Ketika akad berlangsung pemilik barang atau penjual tidak 

mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak ada cacat tidak boleh 

dikembalikan 

4. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad 
7
 

Maka dapat disimpulkan bahwa cacat pada barang yang diperjual 

belikan ataupun kerusakan terhadap objek akad dapat dituntut dengan 

ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, hukum ekonomi syariah dan hukum lainnya, selagi dalam 

permasalahan tersebut bukan merupakan kesalahan dari konsumen itu 

sendiri.
8
 

 

                                                             
6
 Gemala Dewi, ddk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, h.88 

7
 Gemala Dewi, ddk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, h.89 

8
 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.. tentang khiyar aib, h.84 
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C. Perbandingan penggantian kerugian Hak Jaminan Garansi menurut 

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan hukum ekonomi syariah  

Penggantian barang atau perbaiakan barang yang diberikan oleh 

produsen kepada konsumen mempunyai prosedur pengajuan klaim tersendiri 

yang harus dilengkapi oleh konsumen agar barang yang terdapat cacat dapat 

diperbaiki atau harus diganti, ketentuan-ketentua itu biasanya disebutkan 

dalam kartu garansi yang memuat lama masa garansi jaminan  syarat 

perolehan garansi syarat perolehan garansi, spesifikasi pemberian ganti rugi 

serta cara mengajukan klaim, jika konsumen  menemukan cacat pada produk 

konsumen dapat mengajukan kepada produsen produk konsumen dapat 

mengajukan kepada produsen produk ataupun kepada distributor untuk 

kemudiam mendapatkan fasilitas perbaikan ataupun penggantian sesuai 

dengan klarifikasi ganti rugi yang disepakati atau apabila terjadi sengketa 

antara penjual dan konsumen, konsumen dapat mengajukan permohonan 

ganti rugi melalui pihak badan penyelesaian sengketa konsumen.  

Menurut ketentuan pihak Carrefour dalam melakukan hak dan 

kewajiban dan ketentuan penuntutan dan penangan terhadap hak jaminan 

garansi sesuai dengan undang-undang yaitu berdasarkan pada dua kategori 

yaitu:
9
 

a. Tuntutan ganti rugi berdasarkan melawan hukum 

                                                             
9
 Hendrik Ardianto, head of external comunication and corporate sicial 

responsibility PT.Carrefour indonesia, via thelepone 17 april 2022. 
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b. Tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi 

c. Tuntutan (extented warranty plan). Perpanjangan kartu gransi guna 

membeikan pelayanan yang terbaik. 

Dalam ketentuan Pasal 19 bahwa tanggung jawab pelaku usaha 

meliputi segala kerugaian baik materi maupun fisik, pelaku usaha wajib 

bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen, jika 

perlu usaha itu menyediakan suku cadang atau pasilitas suku perbaikan, juga 

jika pelaku usaha tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi 

yang dijanjikan.
10

 Jelas bahwa penyelesaian kasus purna jual seperti yang 

dinyatakan dalam pasal 25 Undang-Undang Perlindugan Konsumen itu 

masih memerlukan upaya penuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen,. 

Dalam Pasal 27 huruf e juga dijelaskan kembali, yang menyatakan 

bahwa:   jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah batas waktu masa 

garansi. Didalam pasal ini secara positif memeperlihatkan adanya kewajiban 

terhadap pelaku usha yang memberikan jaminan garansi, sekaligus 

menekankan bahwa garansi sebagai dasar untuk melakukan penentuan serta 

masa garansi tersebut memeberikan jaminan garansi sekaligus menekankan 

bahwa garansi tersebut sampai 4 (tahun) yang memiliki batas kadaluarsa 

untuk melakukan tuntutan atau gugatan barang yang dibeli atau setelah lewat 

                                                             
10

 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2004). 

h.56 
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masa garansi.
11

 oleh karena itu penuntutan disini jelas penuntutan disini jelas 

adalah bagian dari pengajuan gugatan konsumen dalam ranah hukum 

perdata. Penyelesaian sengketa dari gugatan konsumen ini dapat di tempuh 

melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para 

pihak yang bersengketa yang terdapat pada pasal 45 ayat (1) Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen, kemungkinan jalan yang ditempuh diluar pengadilan sebelum 

mereka berperkara dipengadilan dengan perdamaian sehingga pada 

prinsipnya sukarela diartikan sebagai pilihan para pihak dalam upaya 

penyelesaiaan perkara.
12

  

Adapun perlunya peraturan tentang garansi dalam perlindungan   

konsumen dilakukan sebagai maksud sebagai berikut: 

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum 

b. Melindungi kepentingan konsumen kepada khusunya dan 

kepentingan seluruh pelaku usaha pada usaha pada umumnya. 

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. 

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang 

menipu atau tidak jujur. 

                                                             
11

 Shidarta,Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 

(Jakarta:Grasindo,2004).h.57 
12

 Shidarta,Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 

(Jakarta:Grasindo,2004).h.168 
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e. Memadukan penyelenggaraan pengembangan dan pengaturan 

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada 

bidang lain.  

Secara khusus tanggung  jawab secara hukum dari orang maupun 

badan hukum yang dimaksud ialah garansi dari suatu produk yang 

dihasilkan, atau suatu pihak yang menjual produk tersebut atau pihak yang 

mendistribusikan produk tersebut, termasuk juga disini pihak yang terlibat  

dalam rangkaian komersial tentang  persiapan dan penyebaran dari suatu 

produk. 
13

 

1. Perlindungan konsumen dalam fikih muamalah   

Demi keadilan dan kemaslahatan masyarakat dalam jual beli yang 

diperlukan adalah kekuatan dan kekuasan untuk melindung dan 

menjamin terpenuhinya  hak-hak dari pada konsumen. Jika tanpa adanya 

jaminan garansi maka pelanggaran-pelanggaran pada akad jual beli atau 

konsumen akan semakin berkembang dimasyarakat. Pelanggaran 

terhadap hak-hak konsumen dalam bidang jual beli dalam prinsif 

merupaka n tindakan kriminal pelanggaran hak-hak pembeli,(konsumen) 

pada umumnya. 

Berdasarkan prinsip khiyar tanpak bahwa garansi yang disebut 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki beberapa 

                                                             
13

 Sofyan Lubis, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Bandung:Citra 

Aditya Bakti, 2006). h. 38 
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persamaan persepsi dalam memandang hukum perlindungan konsumen 

diantara ialah: 

a. Sama-sama alternatif yang dapat melindungi hak-hak konsumen. 

b. Sama-sama merupakan bentuk jaminan. 

c. Sama-sama merupakan batas waktu jaminan.  

Penjelasan yang ada pada pengertian khiyar jaminan garansi lebih 

luas dalam memahami  hukum perlindungan konsumen tidak hanya 

dalam jaminan yang diberikan berlaku 1 (satu) tahun dan masa tuntutan 

selama 4 (empat) tahun, namun masih banyak hal yang perlu mendasari 

hukum perlindungan konsumen di sedi khiyar dalam fikih muamalah 

(hukum islam) diantarannya adalah: 

1. Pada khiyar dalam muamalah apabila ditemukan barang cacat atau 

rusak (aib) setelah terjadi akad yang ditimbulkan atau disebabkan 

oleh barang itu sendiri, maka barang tersebut boleh di kembalikan 

atau ganti rugi yang dibebankan terhadap penjualan. Konsep ini 

sesuai dengan pasal 7 huruf e dan 19 ayat (1) dan (2) dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen yanng menyatakan langsung bahwa 

pelaku usaha bertangung  jawab untuk mengganti rugi atas kerusakan 

yang dialami konsumen,  penggantian berupa pengembalian uang 

atau barang yang sejenis atau setara nilainya. 

2. Pada khiyar dalam muamalah jika terjadi kerusakan pada objek 

barang sebelum masa persyaratan khiyar habis, maka barang tersebut 



51 
 

boleh dikembalikan tanpa mengurangi kemanfatanya yang telah 

diperoleh pembeli dari barang tersebut. Konsep ini sesuai dengan 

yang  dicantumkan pada pasal 19 ayat (3) dan 27 dalam undang-

undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha 

pemberian ganti rugi atau pengembalian barang dalam jangka waktu 

penuntutan dilakukan 4(empat), tahun sejak barang dibeli.  

Setiap pelanggran hak-hak konsumen dan kepentingan konsumen, 

harus dilindungi dengan adanya peraturan-peraturan pemerintah seperti 

yang sudah di jelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

Pada prinsip khiyar dalam muamalah belum ada ketentuan maupun 

aturan mengenai sanksi terhadap penipuan mengenai hak konsumen, 

dalam hukum islam ada beberapa alternatif sebagai tindakan produsen 

(penjual) yang melanggar hak-hak konsumen yaitu: 

a. Menghilangkan atau melenyapkan segala hal yang nyata-nyata telah 

menimbulkan mudharat kepada pihak lain (konsumen). 

b. Membayar ganti rugi atau konpensasi sepadan dengan kerugian atau 

resiko yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang dalam 

penggunaan hak dan kerugian terhadap kepentingan dan hak-hak 

konsumen maupun masyarakat umum. 

c. Membatalkan perbuatan tersebut. 

d. Menghentikan perbuatan tersebut. 
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e. Memperlakukan saksi hukuman.
14

  

  

                                                             
14

 Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, h. 44 
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